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TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG'AWABAN PEIAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2006
(rJqPoMN KEUANGAN)

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATT CtANIUR,

: a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu
disusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : l.

bahwa berdzrarkan pasal I l5 Peraturan Daerah Nomor 02 tahun
2007, Laporan Pertanggungjawaban APBD termasksud perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 43 );

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 33 l2) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun |.994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4l ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimarta telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4O48);

4. Undang-undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3es2) ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4$n
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027);

I | . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor I 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4l 38) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor I 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4l 39) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Nomor 4378);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembar Negara Nomor 4585) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor I tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembar Negara Nomor
(6ta)


